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 This study aims to analyze the comparative implementation of the 
Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system, or e-Tilang, 
between Indonesia and Japan, as well as to identify the obstacles 

and opportunities in its implementation. The traffic issues in 
Indonesia, such as the high rates of violations and accidents, 
underscore the importance of evaluating the effectiveness of 

technology-based law enforcement. Utilizing a qualitative 
approach through literature review and secondary data, this 

research highlights aspects of policy, technological infrastructure, 
and the level of compliance among drivers in both countries. The 
analysis results indicate that Japan has successfully integrated the 

ETLE system with its Intelligent Transport System (ITS) 
comprehensively, while Indonesia still faces challenges related to 
infrastructure, digital literacy, and inter-agency coordination. The 

success of ETLE implementation depends on technological 
readiness, regulatory clarity, and social awareness. This study 

provides recommendations for improving ETLE policies in 
Indonesia, with the hope of enhancing public awareness and 
discipline in traffic, as well as creating a safer and more 

comfortable traffic environment. Therefore, lessons learned from 
Japan can serve as a foundation for strengthening the ETLE system 
in Indonesia to foster safer and more orderly traffic. This research 

will contribute to the development of more effective digital 
transportation policies in the future. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penerapan 

sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau e-Tilang 

antara Indonesia dan Jepang. Dan juga mengidentifikasi hambatan 

maupun peluang dalam pengimplementasiannya. Permasalahan lalu 

lintas di Indonesia seperti tingginya angka pelanggaran dan 

kecelakaan menjadi alasan penting untuk mengevaluasi efektivitas 

penegakan hukum berbasis teknologi. Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan data sekunder, 

penelitian ini menyoroti aspek kebijakan, infrastruktur teknologi, dan 

tingkat kepatuhan pengendara di kedua negara. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa Jepang telah berhasil mengintegrasikan sistem 

ETLE dengan sistem transportasi cerdas (ITS) secara menyeluruh, 

sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal 

infrastruktur, literasi digital, serta koordinasi antar instansi. 

keberhasilan implementasi ETLE bergantung pada kesiapan 

teknologi, kejelasan regulasi, dan kesadaran sosial. Penelitian ini 

memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ETLE di 
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Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan 

kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menciptakan 

lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman.Oleh karena itu, 

pembelajaran dari Jepang dapat menjadi dasar dalam memperkuat 

sistem ETLE di Indonesia guna menciptakan lalu lintas yang lebih 

aman dan tertib. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam 

pengembangan kebijakan transportasi digital yang lebih efektif di 

masa depan. 
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PENDAHULUAN 

Setiap pengguna jalan memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan lalu lintas demi 

menjamin keselamatan bersama. Namun, fakta menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di 

Indonesia masih sangat tinggi dan menjadi penyebab utama kecelakaan (Ruci et al., 2024). 

Tilang manual (konvensional) lebih rentan subjektivitas dan pungli. Sebaliknya, tilang 

elektronik dinilai lebih efektif dibanding manual, menunjukkan kelemahan sistem konvensional 

dalam mengubah perilaku pengendara (Amelia et al., 2024). Maka dari itu, hadirnya sistem 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai inovasi digital dianggap sebagai langkah 

reformasi penting dalam sistem transportasi nasional. 

Sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) memungkinkan pelanggaran lalu 

lintas terekam secara otomatis melalui kamera pengawas yang terpasang di titik-titik strategis. 

Setiap pelanggaran langsung dicatat termasuk foto atau rekaman nomor kendaraan dan bukti 

tersebut terintegrasi secara realtime ke dalam sistem kepolisian (RTMC), sehingga 

meminimalkan intervensi manual atau praktik sogok-menyogok (Putra & Neni Vesna Madjid, 

2024). Di negara maju seperti Jepang, sistem ini telah menjadi bagian dari intelligent transport 

systems (ITS) dan terbukti meningkatkan kedisiplinan pengendara serta menurunkan angka 

kecelakaan lalu lintas (Morimoto, 2024). 

Sebaliknya di Indonesia, meskipun program “ETLE Nasional Presisi” telah diluncurkan 

sejak 2019, penerapannya masih menghadapi banyak kendala seperti keterbatasan infrastruktur 

teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya sosialisasi (Tanjung et al., 

2025). Oleh karena itu, perlu adanya kajian perbandingan antara penerapan ETLE di Indonesia 

dan Jepang guna mengidentifikasi celah kebijakan dan potensi pengembangan di Indonesia. 

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia terus memperluas implementasi Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan 

keselamatan jalan. Setelah satu tahun penerapan ETLE di ruas Jalan Margonda, Depok, 

ditemukan peningkatan kesadaran berlalu lintas yaitu jumlah pelanggaran menurun secara 

signifikan dibanding sebelumnya. Namun, penurunan tersebut masih belum optimal, cakupan 

kamera terbatas, dan masih ada pelanggaran kecil yang luput dari pengawasan, meskipun ETLE 

berhasil merekam dan menegakkan beberapa pelanggaran, kendala teknis dan prosedural 
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membuat program ini belum sepenuhnya efektif dalam membentuk disiplin massa (Wibowo et 

al., 2022). 

Hasil serupa dilaporkan yang menggambarkan efektivitas ETLE masih tergolong 

rendah karena jumlah pelanggaran tidak menyusut bahkan cenderung meningkat setelah 

implementasi ETLE awal, terutama akibat disinformasi masyarakat dan kurangnya personel 

pengawas lapangan (Yuliantoro & Sulchan, 2021). Di Jawa Tengah menegaskan bahwa 

koordinasi antara institusi polda, pengadilan, kejaksaan, hingga BRI sebagai mitra penyetoran 

denda-serta regulasi yang belum konsisten (terutama antara tilang manual dan elektronik) 

menjadi faktor penghambat penegakan hukum tidak merata dan belum bersifat universal 

(Solichan dan Mashdurohatun, 2023). 

Di Jepang, ETLE bukan elemen terpisah, melainkan bagian integral dari sistem 

transportasi cerdas Intelligent Transport System (ITS) yang sudah matang. Dalam dua dekade 

terakhir, Jepang telah menerapkan pendekatan berbasis data PDCA (Plan-Do-Check-Action) 

dan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk optimasi penegakan dan efisiensi lalu lintas 

(Morimoto, 2024). Berdasarkan data dari Traffic Bureau Kepolisian Jepang, jumlah fatalitas 

lalu lintas pada Mei 2025 tercatat hanya 2.663 kasus penurunan dua tahun berturut-turut 

sekaligus menunjukkan fokus prioritasi terhadap pelanggaran berat seperti ngebut, mengemudi 

tanpa izin, jalan saat lampu merah, dan mabuk yang terekam sebagian besar melalui sistem 

kamera dan sinyal cerdas (Traffic Bureau｜National Police Agency, 2024). 

Kampanye keselamatan jalan berkala di Jepang yang mencakup penegakan hukum 

ETLE, edukasi publik, dan dukungan teknologi diketahui mampu menurunkan fatalitas hingga 

2,5% selama periode kampanye musim semi 1949–2019 (Inada et al., 2022). Meskipun dampak 

langsungnya kini lebih kecil dibanding dekade sebelumnya, pola ini jelas menunjukkan 

pendekatan menyeluruh yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. 

Tujuan utama penerapan ETLE di Indonesia adalah untuk meningkatkan kepatuhan hukum, 

mengurangi praktik pungli, serta mendorong digitalisasi layanan kepolisian. Namun, di tengah 

optimisme terhadap inovasi ini, Indonesia masih terdapat berbagai tantangan serius dalam hal 

ketersediaan infrastruktur (kamera, sistem penyimpanan dan jaringan), regulasi yang tumpang 

tindih, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Sementara Jepang telah berhasil 

mengintegrasikan teknologi canggih, pendataan realtime, serta kampanye keselamatan berbasis 

data ke dalam strategi ETLE-nya, dengan dampak nyata terhadap penurunan kecelakaan dan 

pelanggaran. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengelaborasi aspek-aspek teknis, regulasi, 

dan sosial-kultural dalam penerapan ETLE kedua negara dengan harapan memberikan 

rekomendasi aplikatif untuk memperkuat penegakan hukum berbasis teknologi di Indonesia. 

Sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, 

serta mengurangi angka kecelakaan dan korban jiwa di jalan raya, yang pada akhirnya akan 

menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih kondusif, nyaman, dan selamat bagi seluruh 

pengguna jalan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 

Dengan diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini akan tercipta 

budaya penegakan hukum lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeadilan, sekaligus mendukung 

reformasi birokrasi dalam penegakan hukum di jalan raya, sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, serta mengurangi angka 

kecelakaan dan korban jiwa di jalan raya, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan 
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lalu lintas yang lebih kondusif, nyaman, dan selamat bagi seluruh pengguna jalan, serta 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 

Urgensi Penelitian 

Penerapan sistem ETLE di Indonesia memang menunjukkan potensi dalam 

meningkatkan kepatuhan berlalu lintas dan transparansi hukum, tetapi masih menghadapi 

tantangan krusial seperti keterbatasan infrastruktur, ketidaksinkronan antarinstansi, serta 

resistensi masyarakat terhadap digitalisasi. Di tengah meningkatnya volume kendaraan dan 

kompleksitas lalu lintas di kota-kota besar, sistem penegakan hukum berbasis teknologi 

menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar opsi. Sementara itu, Jepang telah lebih dahulu 

membuktikan efektivitas sistem serupa melalui integrasi teknologi dalam kebijakan transportasi 

nasional, termasuk melalui pendekatan sistematis dan edukatif yang menyeluruh. Oleh karena 

itu, studi perbandingan ini menjadi penting untuk mengidentifikasi praktik baik yang dapat 

diadaptasi secara kontekstual, bukan ditiru mentah-mentah. Dengan kata lain, urgensi penelitian 

ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi, menyempurnakan, dan 

menyesuaikan penerapan ETLE di Indonesia agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) di Indonesia dan Jepang dengan meninjau dari aspek teknis, regulatif, 

serta sosial-budaya yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang dalam penerapan ETLE di Indonesia, dengan 

mengacu pada keberhasilan implementasi sistem serupa di Jepang sebagai bahan pembelajaran. 

Perbandingan efektivitas penegakan hukum lalu lintas berbasis ETLE di kedua negara juga 

dilakukan, khususnya dalam hal tingkat kepatuhan pengendara dan penurunan angka 

pelanggaran. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat memberikan rekomendasi konkret guna 

mendukung perbaikan kebijakan dan implementasi ETLE yang lebih efektif dan berkelanjutan 

di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi 

perbandingan, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam 

mengenai implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di dua negara, 

yaitu Indonesia dan Jepang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yang diperoleh melalui studi pustaka dan telaah literatur dari berbagai sumber kredibel, seperti 

dokumen kebijakan publik, regulasi pemerintah, laporan kepolisian, artikel ilmiah, situs resmi 

institusi terkait, dan publikasi media massa yang dapat mendukung penelitian ini. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi 

dokumen dan informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi tema-tema penting, seperti 

tujuan kebijakan, efektivitas implementasi, hambatan struktural dan kultural, serta dampak dari 

penggunaan teknologi ETLE terhadap perilaku berlalu lintas masyarakat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sistem E-Tilang merupakan transformasi digital dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang 

dirancang untuk mempertinggi efisiensi dan efektivitas penegakan hukum di bidang transportasi. 
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Melalui penerapan teknologi modern, sistem ini mengganti cara konvensional penilangan dengan 

mekanisme yang lebih efisien, mudah digunakan, dan terbuka. Para pelanggar dapat menyelesaikan 

kewajiban pembayaran denda tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas, karena keseluruhan 

prosedur dijalankan melalui platform digital. (Praktik et al., 2024) 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah terobosan teknologi dalam bidang 

pengawasan lalu lintas yang menggunakan sistem kamera pengawas (CCTV) untuk 

mendokumentasikan pelanggaran secara otomatis. Implementasi ETLE memiliki dasar hukum yang 

kuat berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 272, yang 

mengatur bahwa penanganan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat 

elektronik, dan dokumentasi dari perangkat tersebut dapat digunakan sebagai bukti hukum di 

persidangan. Dalam hal ini, CCTV berperan sebagai instrumen pemantauan lalu lintas, sementara ETLE 

berfungsi untuk merekam dan mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi. (Praktik et al., 2024). 

Berdasarkan data yang tercatat dalam sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa terdapat catatan pelanggaran 

lalu lintas elektronik yang terdeteksi oleh sistem pengawasan Korlantas Polri. Sehubungan dengan 

pelanggaran yang tercatat tersebut, berikut disampaikan rincian lengkap data pelanggaran e-tilang yang 

meliputi waktu kejadian, lokasi pelanggaran, jenis pelanggaran, serta besaran denda yang harus 

dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan 

informasi di atas, diharapkan pemilik kendaraan dapat segera melakukan pembayaran denda 

pelanggaran melalui kanal pembayaran resmi yang telah disediakan dan menyelesaikan kewajiban 

administrasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam sistem e-tilang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia guna menghindari sanksi lebih lanjut.  

 

Data diperoleh melalui Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jayaperiode Januari –Juni 2024 

 

Berdasarkan data yang tertera diatas menurut laporan pelanggaran lalu lintas ditinjau dari jenis 

pelanggarannya yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro jaya periode bulan Januari – Juni 2024 di 

wilayah Polres Metro Jakarta Timur, maka dapat disimpulkan jumlah pelanggar dalam kurun waktu 

tersebut berjumlah 9.569 pelanggaran yang dilakukan. Dengan rincian beberapa jenis pelanggarannya 

seperti menggunakan jalur busway sebanyak 407 pelanggar, melawan arus sebanyak 1.203 pelanggar, 

tidak menggunakan sabuk pengaman sebanyak 44 pelanggar, tidak memakai helm sebanyak 574 

pelanggar, serta tidak membawa Surat Ijin Mengemudi atau SIM sebanyak 2.183 pelanggar. 
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Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Jepang meningkat tajam seiring dengan 

dimulainya era motorisasi pada tahun 1960-an. Puncaknya terjadi pada tahun 1970, dengan total 16.765 

korban jiwa angka tertinggi yang pernah tercatat. Situasi ini dijuluki sebagai "perang lalu lintas" karena 

jumlah kematian tersebut setara dengan korban Perang Tiongkok-Jepang. Menyikapi kondisi tersebut, 

pemerintah Jepang memperkenalkan Rencana Dasar Keselamatan Lalu Lintas pertama pada tahun fiskal 

1971 dan mulai menerapkan strategi jangka panjang secara menyeluruh untuk menekan angka 

kecelakaan. Upaya ini berhasil memangkas jumlah korban jiwa menjadi 8.466 pada tahun 1979, berkat 

penerapan kebijakan “3E” yang mencakup edukasi, penegakan hukum, dan rekayasa teknis (Morimoto, 

2024). 

Namun, pada dekade 1980-an, angka kematian kembali meningkat dan mencapai 11.452 pada 

tahun 1992, yang kemudian dikenal sebagai “perang lalu lintas” kedua. Kenaikan ini disebabkan oleh 

terbatasnya anggaran untuk penugasan polisi lalu lintas dan pemeliharaan infrastruktur keselamatan, 

serta lonjakan jumlah pengemudi muda yang baru memperoleh izin mengemudi. Sejak saat itu, jumlah 

korban jiwa terus mengalami penurunan berkat diberlakukannya berbagai kebijakan yang lebih ketat 

dan meluasnya penggunaan teknologi keselamatan. Pada tahun 2022, jumlah kematian turun drastis 

menjadi 2.610 jiwa (Morimoto, 2024). 

Salah satu kebijakan yang memiliki dampak signifikan dalam menurunkan angka kecelakaan 

adalah peningkatan penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Data menunjukkan bahwa pada tahun 

1970, terdapat sekitar 5,3 juta kasus penindakan. Angka ini melonjak menjadi hampir 13,7 juta kasus 

pada tahun 1984, yang turut membantu menurunkan jumlah korban jiwa secara signifikan. Namun, saat 

penindakan turun menjadi sekitar 8,8 juta kasus pada tahun 1992, angka kecelakaan kembali naik dan 

memicu “perang lalu lintas” kedua. Sejak saat itu, frekuensi penegakan hukum mengalami pasang surut 

dan cenderung menurun sejak tahun 2005, meskipun angka korban kecelakaan tetap menurun berkat 

pendekatan penegakan yang lebih efektif dan efisien. Kajian ini memusatkan perhatian pada aspek 

penegakan hukum lalu lintas sebagai salah satu pilar utama keselamatan jalan, serta mengeksplorasi 

sejarah dan perkembangan pendekatan berbasis ilmiah di Jepang, terutama setelah tahun 2000, dalam 

rangka menciptakan sistem penegakan yang lebih efisien dan berdampak terhadap pencegahan 

kecelakaan lalu lintas. (Morimoto, 2024). 
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Jumlah kecelakaan lalu lintas fatal di Jepang terus mengalami penurunan setiap tahunnya, berkat 

keberhasilan implementasi berbagai kebijakan keselamatan. Meskipun demikian, sekitar separuh dari 

kecelakaan tersebut masih terjadi di sekitar area persimpangan. Persimpangan sendiri merupakan titik 

yang paling rawan kecelakaan karena merupakan tempat bertemunya berbagai arus kendaraan dan 

pengguna jalan dengan arah yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, Jepang telah memasang lampu lalu 

lintas di hampir seluruh wilayah, baik di daerah urban maupun pedesaan, guna memperlancar arus lalu 

lintas dan meningkatkan keamanan di titik-titik persimpangan. Kini, terdapat lebih dari 200.000 unit 

lampu lalu lintas yang tersebar di seluruh negeri. Namun, pengelolaan dan perawatan dari jumlah lampu 

lalu lintas yang besar ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan sering kali menyebabkan 

keterlambatan bagi pengguna jalan (Nakamura, 2024). 

Sementara itu, negara-negara maju telah mendorong penggunaan bundaran modern modern 

roundabouts (RAB) sebagai solusi alternatif yang mampu mengatur arus lalu lintas di persimpangan 

secara lebih aman tanpa ketergantungan pada sinyal lalu lintas. Sejak diperkenalkan dalam peraturan 

lalu lintas di Inggris pada tahun 1966, bundaran modern yang mengedepankan alur lalu lintas melingkar 

telah diadopsi secara luas, khususnya di negara-negara Eropa dan Australia. Pada akhir 1990-an, 

efektivitas RAB mulai diakui juga di Jerman dan Amerika Serikat, dan penggunaannya pun meluas. 

Kajian mengenai desain geometris dan manajemen lalu lintas bundaran berkembang pesat di berbagai 

negara, dan pedoman baru mengenai desain serta operasionalisasi RAB pun mulai diterbitkan 

(Nakamura, 2024). 

Memasuki awal 2000-an, pembahasan mengenai efektivitas dan konsep bundaran modern 

semakin sering disampaikan dalam forum-forum ilmiah internasional. Bahkan negara-negara yang 

awalnya ragu, seperti Jerman dan AS, mulai merasakan manfaat signifikan dari penerapan bundaran 

dalam perbaikan keselamatan di persimpangan. Meski pendekatan desain geometrisnya bervariasi sesuai 

dengan kondisi lokal, secara umum, RAB dirancang untuk menekan kecepatan dan memperlancar aliran 

lalu lintas guna meningkatkan keselamatan (Nakamura, 2024).. 

Melihat perkembangan tersebut, pada tahun 2002, penulis mulai meneliti potensi penerapan 

RAB di Jepang. Pada waktu itu, di beberapa daerah pedesaan, memang sudah terdapat struktur jalan 

melingkar seperti “rotari” yang dikendalikan dengan tanda berhenti pada titik masuknya dan digunakan 

seperti bundaran. Namun, konfigurasi tersebut sejatinya hanya merupakan gabungan dari beberapa 

persimpangan berbentuk T yang memiliki volume lalu lintas rendah, tanpa mempertimbangkan aspek 

pengendalian kecepatan atau pengaturan arus kendaraan dalam desainnya. RAB belum dianggap sebagai 

bentuk persimpangan yang dapat diandalkan untuk mengelola lalu lintas secara aman dan efisien. 

Bahkan di kalangan profesional dan otoritas lalu lintas sekalipun, masih ada kebingungan mengenai 

konsep bundaran, terutama karena pengalaman masa lalu dengan rotari yang memberikan prioritas pada 

lalu lintas masuk atau hanya digunakan di plaza stasiun, serta belum adanya pemahaman yang kuat 

mengenai keunggulan bundaran modern (Nakamura, 2024). 

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pada tahun 2007, penulis membentuk tim riset 

mengenai perencanaan dan desain RAB di bawah organisasi Japan Society of Traffic Engineers (JSTE). 

Hasil dari inisiatif ini adalah terbitnya buku panduan teknis pertama mengenai RAB di Jepang. Namun 

demikian, pada saat itu, pemahaman praktis tentang RAB masih sangat terbatas, kebutuhan akan 

penggunaannya belum sepenuhnya diakui, dan perhatian publik serta pemangku kepentingan terhadap 

sistem ini masih sangat rendah (Nakamura, 2024). 

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia dan Jepang menunjukkan perbedaan 

yang signifikan dalam hal kesiapan infrastruktur, efektivitas penegakan hukum, dan respons 
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masyarakat. Jepang telah berhasil mengintegrasikan ETLE dalam sistem transportasi cerdas 

(ITS) yang matang, dengan dukungan regulasi yang konsisten, infrastruktur teknologi yang 

merata, serta kampanye keselamatan yang berkelanjutan. Sementara itu, Indonesia masih 

menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan teknologi, rendahnya literasi digital, dan 

ketidaksinkronan antarinstansi. Penerapan ETLE di Indonesia menunjukkan potensi positif 

dalam meningkatkan transparansi hukum dan kepatuhan berlalu lintas, namun masih 

membutuhkan perbaikan signifikan. Hambatan struktural dan kultural harus diatasi melalui 

pendekatan kebijakan yang adaptif, edukasi publik yang intensif, serta peningkatan kapasitas 

teknologi. Pembelajaran dari Jepang dapat dijadikan referensi kontekstual dalam menyusun 

kebijakan ETLE yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini 

memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dan studi literatur, sehingga 

untuk penguatan hasil, disarankan adanya penelitian lanjutan yang melibatkan observasi 

lapangan atau wawancara dengan pemangku kepentingan secara langsung. Meskipun demikian, 

kajian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan transportasi digital 

di Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum yang transparan dan berbasis 

teknologi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang 

tantangan dan peluang dalam penerapan ETLE, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi 

antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem transportasi yang 

lebih aman dan efisien. Diharapkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini 

dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih baik 

untuk meningkatkan keselamatan dan kepatuhan berlalu lintas di Indonesia, serta menciptakan 

lingkungan lalu lintas yang lebih kondusif bagi seluruh pengguna jalan. 
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